LEMBAR AN DAERAH

KOTA BAU - BAU
NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG

FAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAl-BALl,

Memimbang a  bahwa uniuk meningkatkan Pendapatan Dacrah
melalul  penerimaan  sekvor Pajak Howel  dan
Festoran dalam Wilayah Fota Bau-Bau dipandang
periu menetapkan obvek dan besarva Pak Motz
dan Restoran

b bahwa berhubung dengan maksud pada huruf &,
perlu diatur dan duetapkan  dengan Peraturan
Dracrah.

Mengimgat I. Undang-undang MNomor 8 Tahun 1981 tenang
Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 BMomor 76, Tambahan
Lembaran WNegara Moinor 3204

2. Undang-undeng Momor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dacrah dan retnbusi Decrah scbagainsana
telah divbah dengan Undang-undang Momor 34
Tahun 2002 {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2000 Momaer 246, Tambahan  Lembaran
Mepara Monnor 2048 ),
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintzhan [werah (Lembaran Megara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Momor 60, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3834)

Undang-undang Nomos 35 Tahun 1999 tentang
Perimbanpan Keuangan antare Pemerintah Pusat
dan Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 19%% Momor 72, Tambahan Lembaran
Megara Momer 3848 ),

Undzng-undang Nomos 13 Tahun 2001 wentang
Pembentukan Kota Haw-Bau (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahen 2001 MNemor 93,
Tambahan | embaran MNepara Nomar 41300

Peraturan Pemenmah MNomor 25 Tahun 2000
entang Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan
Fropansi  sebagai Daerah Otomom  (lembaran
Mepgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
4. Tambahan Lembaran Megsra Nomaor 3952

Peralean Pemenntah Momor 65 Tahup 2000
tentang Pajak Dacrah {Lembaran Megara Republik
Imfonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Megara Momar 4138) '

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44
Tahuen 1999  tentang  Permyusunan  Peraturan
Perundang-undangan  dan  Bentuk  Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemeritoh
dan Rancangan Keputusan Presiden |



Lak

lengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BAL-BAU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN,

BAE 1
KETENTUAN UNMTUM
Fasel 1
Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan
n Daerah adalakh Dacrah Kot Baw-Bag -
b Pemernimal Daerab adalah Pemenniah Kota Bau-Hay |
o Walikpta adalah Walikoa Haw Bay

d. Pejabat adalah pegawn yang diberi tugas tenentuy dibidang
Perpajakan Thaerah dan ptaw Retribusi Daerah sesuai denean
Peraturan Perundang-undangan vang berlaky ;

¢ Dhmas Pendapatan Dacrah adslah Cinas Pendapatsn Deerah Kota
Bau-Bau :

f FI]B': Hotel dan Restoran adalah Pungwtan Daerah atas pelayanan
Haotzl dan Restioran

g Hotel adalah bangunan vang khusus disediakan Lagi orang uniuk
dapal menginapistirahat, memperoleh pelayanan, dan atau Fasilits
lasnnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliks oleh pihak yang sama kecuali untuk
Pertokoan dan Perkamoran |

h. Restoran atau Rumah Makan adalah tempart menmyantap makanan
dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak
termasuk wsaha josa boga stau katering |
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Pengusaha Holel dan Restoran adalsh perorangan atsu hadan yang
menyelenggarakan ussha Hotel dan Restoran wniuk dan aiss
rarmanyi sendin atau untuk dan at~s nama pihak lain yang menjadi
lanpggungannya ;

Swrat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnys disinghat
SPTPD, adalsh Surat yang digunakan cleh wajib Pajak untuk
melaporksn penghitungan dan pembayaran pajak vang terutang
menurut Feraturan Perundang-undangan Perpagakan Daerah

Sural Seforan Pejak Duerab, yang selanjutnva disingkat B5P12,
adalah Surat vane digunakan oleh wapb pajak untuk melskukan
pembayaran atau penvetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikots ;

autal betetapan Fajak Daerah, yvang selanjuinva di singkat SKPD,
adalah Surat Kewetapan vang menentukan besamya jumlah pagak
Yilng terutang;

surat hewtapan Paak Daersh Kurang Bayar, yang selanjutnya
disimgha1 SKPDKE, adalak Serat Ketetapan vang menentukar
besarnyva jumlah pajak vang terutang, jumlah kredit pajak, jumlak
kekurangan perbay2ran pokok pajak, besarnva sanksi adrinisims,
dan jumlah yvang masih harus dibayar ;

. Surat Ketetapan Puyak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, ¥ANE
selanjuinva disingkat SKEPDEBT, adalah Suwrar Ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak vang telah ditetapkan,

- Sural Ketetapan Pajak Dwerah Nihil, yang selanjutnya di singkat
SKPDMN, adalah Sural Ketetapan Pajak  yang menentukan jumlah
prkok pajak sama besarmya dengan jumilah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan hdak ada kredit pagak ;

. Surat Tagihan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat STPD
adalah Sural untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
admimistras) berupa denda



EAE 11
NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIE PAJAK
Pasal 2
Mama Pajak adalah Pajak Hotel dan Restoran.
Pazal 3

(1} Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediaken Hotel dan Restoran

dengan pembayaran

(2) Obyek Pajak sebagmimana dimaksod pada ayat (2) melipu

& Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara

lain : Gubuk Pariwisata (Cotage), Motel, Wisma Pariwisata
Pesamggrahan  (Hostelt Losmen  dan rumah pengikapan
termasuk Rumah Kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih vang
menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

b PFelavanan penunjang antara lain | welepon, faximilie, telex, foto
copy, pelayanan cuci, seirika, ks dan penganekutan lainnyva.
vanp disediakan atau dikeloda Hotel

¢ Fasilitas olah raga dan hiburan, amtara lain Pusai kebugaran
{Fitnes cemter), kolam renang, golf, kafekaraoke, pub, diskonk,
kafeiaria vang disediakan khusus uniuk tamu Hotel.

d. Jasa persewsan ruangan untuk kegiatan acara ataw perternean di
hatel

€. Penjualan makanan dan stau minuman ditempat vang diserai
dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 4
Dikecualikan dari Obyek pajak adalah -

8. Penyewann rumah atiu kamar, apariemen dan fasilitas lempat
tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel.
b. Pelayanan tinggal di Asrama dan Pondok Pesantren.
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¢ Fasilitas olah mga dan hibwran yang disedizkan di hotel Yang
dipergurakan oleh bukan tamu Hotel dengan pembayaron

@ Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon vang dipergunakan oleh
umum di Hotel dan Restoran

e. Pelayanan perjalanan wisats yang diselenggarakan oleh Hotel dan
restoran dapat dimanfaatkan oleh umum,

[ Pelnyanan Usaha jasa bogakatering,

. Pelayansn vang disediakan oleh restoran atau rumah makan vang
peredarannya tidak melebihi batas lereniu vang ditetapkan aleh
Walikow |

PFasal 5

Subvek Pajak adalabh orang pribadi staw Badan vang melakukan
pembayvaran kepada Hotel dan Bestoran,

Pasal &
Wajih Pajak adalah Pengusaha Hotel dan Restoran,
BAR 110

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN
FAJAK

Pasal 7
Diasar pengenzan pajak adalah jumlsh pembayaran vang dilakukan
kepada Hotel dan atau Restoran.

Pasal &
Tarifl" Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepulub)
parsen.

Faszal 9

Besamya Pajak terutang dihiung dengan cara mengalikan tarif Pajak
schagaimana dimaksud dalam Pasal & dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



BEAR IV
WILAYAH PEMUNGUTAMN
Pasal 10

Pajak Hotel dan Restoran yang terutang dipungut di wilavah Daerah
tempat Hotel dan Restoran berlokasi

BAE V¥
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Fasal 11

Muosa pajak adalah Jangka wakiu vang lamanva | (za0u) bulan takwin.
Pasal 12

Saat Pajak terutang adalah Pada saat pelayanan di Hodel dan Bestoran
BAR VI

SURAT PEMBERITAHNU AN PAJAK

Fasal 13

(1} Setinp Wajib Pajak, wajib mengis SPTPD

(2} SFTPD scbagaimana dimaksud pada aval (1) harus diisi dengan
Jelas, benar dan lengkap sena duandatangam oleh wajib pajak atau
kuatanya.

(3) SFTPD  scbagaimana  dimaksud pada  ayme (1) harus
disampaikan  kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhimya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh
Walikota .



BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN DDAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14

(1) Berdasarkan SFTPD schapaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1), Walikota atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SEPD,

(2) Apabila SKPD sebapaimana dimakssd pada ayat (1) tidak atau
kurang dibayar setelah bewar wakiu paling lama 15 (lima belac) hari
scjak SKPD diterima, dikenakan sanksi sdmimistrasi berupa denda
paling banvak 2 % (dun persen) scbulam dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 15

i1) Wajib  Pamk yang membayar sendin, 3PTPD  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakana uniuk menghitung
dan menetopkan pajak sendim vang terutang.

12] Dalam jangka waktu & (enam) bulan sesudah saml terwiangmva
pajak, Walikota dapat menerbitkan :

. SKPDKR ;

b SKPDKEBET |
. SKPDN .

(3) SKPDEDB sehagaimana dimakswd pada ayat (2] huruFa diterbitkan

&  Apabila berdasarkan hasil pemenksaan glau keterangan lain pajak
varg ferutang tidak awe kerang dibayar, dikenakan sanksi
adminisirasi berupa denda pahing banyak 2 % (dus persen) sebulan
dihitung dar pajak yang kurang atau terlambar dibavar untuk angka
waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung ssjak sant
erutangnya pajak.

b. Apsbila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakte yang
ditenfukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa dends paling banyak 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 6 {enam) bulan dihitung scjak saar emtangnya
pajak
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Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak vang
terutang dihitung secamn jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa denda paling banyak 25 % (dua puiuh lima persen) dari
pokok pajek ditambah sanksi adminisirasi berupa dends paling
banyak 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kusang
#aw terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama & (enam)
bulan dihitung sejak sant terutangnya pajak

(4) SKPDKBT sebapiamana dimnksud pads ayat (2) huruf b diterbitkan

(5

apabila ditemukan data baru atau daia vang semula belum terungkap
vang menyebabkan penambahan jumlah pojak yang terutang, akan -
dikenakan sanksi adminisirasi berupa denda sebesar 1080 % (seratus
persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebas,

SKPDN sevagmmana dimaksud pada avat (2) huref ¢ diterbitkan
apabila jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atwu pajuk ddak wraang dan tdak ada kredit pajak

(6} Apabila kewnjiban membayar pajak teruiang dalam SKPDKB dan

SEPDKRT sehagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan b tidak
dau tidak sepenuhnya dibavar dalam janpka wakiv yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah denpan
sanksi administrasi berupa dends 2 %6 (dua persen) sebulan.

(7} Penambahan jumlsh pajak yang terulang sehagaimana dimaksud

pada ayal (4) nidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan
sendiri sehelum dilakukan tindakan pemeriksaan

RARE VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Paxal 16

(1) Pembayaran pajak dilakukan i Kas Daerah atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Walikota sesuai wakiu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKFDKET dan STPD.
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(2) Apabils pernbayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambasl-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam wakts yang ditentukan olch
Walikota

(3) Pembayaran Pajak scbapaimana dimaksud pada avar (1) dan avar
(2} dilak ukan dengan menggunakan S5P0,

Pasal 17
(1) Fembaynran pajak harus dilakukan sekaligus atay lumas.

i2) Walikota atau Pejabal dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk mengansur pajek terutang dalam kurung wakiu tenentu,
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

131 Angsuran pembavaran pajak schagnimana dimakod pada soas 2y,
hazus dilukukan secara teratur dan berurt-turut dengan dikeiahan
denda paling hanyak 2 % (dua persen) webulan dari jumish pejak
yang belum atzu kurang dibavar

(4) Walikota atau Pejabat dapat membenkan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk menunda pembavaran pajak sampai batas wakos yang
ditentukan seielah memenubn persyaratan vang ditentukan dengan
dikenakan denda paling banvak 2 % (dus persen) sebulzn dar
Jumlah pajak yang belum atau kurang dibavar.

(5) Persyaratan untek dapat mengangsur dan menunda pembavaran
scfa [la cara pembayaran angsuran dan penundsan sehapaimana
dimaksud pada ayat {2) dan ayat (4), ditetapakan oleh Walikots .

Pasal 1§

(1} Setiap pembayaran pajak schagaimana dimaksud dalam pesal |4
diberskan tands bukti pembayaran dan dicatat dalam huku
penerimann

(2) Bentuk, jenis, s, ukuran tanda bukt pembavaran dan buku
pencrimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ays (1), ditetapkan
oleh Walikona,



BAR IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau  surat lain yang sejenis
sehagai awal indakan pelaksanzan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam jangka waktu 7 (wjuh) han setelah langgal Surai Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunast pajak yang terulang

{5 Surat Teguran, Surml Peringatan atan surat lain YangE =ejenis
sebagaimana dimaksud pada avat { 11 dikeluarkan oleh Pejabat

Pusal 20

(1) Apebila jumlah pajak vang masth harus dibayar tidak dilumas
dalam jangka wakiu sebagmimann ditenteken dalam surst teguen
slaw Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah papak
vamg harus dibayar ditagih dengan Surar Paksa

12} Walikota atau Peabat dapat menerbiikan Surat Pakss sepera seiclah
lewat 21 (dun puluh satu) han sepak tanggal Serar Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang szjenis

Fasal 21

Apabila Pajak yang harus dibayar tdak dilunas: dalam jangka wakty 7
% 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikaea sEpera
meneriitkan surat Perintah Melaksanakan Penvitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitnan dan Waijib Pajak belum jugna melunasi
wlang  pajakrya, setelah lewat 10 (sepulub) har sejak  tanggal
pelaksanasm Surat Perintah Melaksanakan Pemyitnan, Walikota atau
Pejabat dapat mengajukan permintaan penetapan tangeal pelelangan
kepada Kantor Lelang Mesarn
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Pusnl 23

Setelah Kantor Lelang Megara menetapkan hari, tanggsl, jam dan
tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita membenitshukan dengan sepera
secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Benuk, jenis dan isi formulic vang dipergunakan untuk pelakssnaan
penagihn Pajak ditetapkan oleh Walikot

BAR X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Fazal 25

i Walikota atau Pejabat berdasarkan permohoran Waph Pajak daper
memberihan pengurangan, kennganan dan pembebasan pajak

(2} Town carn permberian pongurangan, keringesn dan pembebasan
pajak sebagaimana dimaksed pada avat (10, ditetapkan  oleh
Walkota

BABR XI
TATACARA PEMBETULANPEMBATALAN,

PENGUBRANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAL
FENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASL

Fasal 16
(1) Walikota atau Pejabar karena Jabatan atau atas permohonan Wanb
Fajak dapat

g membetulkan  SKPD atan SKPDEP  atan SKPDKBT atau
STFD yang dalam penerbitannya  terdapat kesalphan tulis,
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam  penerapan
Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan Dacrah

b Membatalkan atau mengurangkan keietapan pajak yang tdak
benar |
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¢ Mengurangkan ataw menghapuskan sanksi administrasi berupa
denda dan kennikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
terschut dikenakan karena kekhilafan wapib pajak atau bukan
karena kesalohanmya.

{2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangnn ketetapan dan
penghapusan atuou penpurangan sanksi admmistrasi  alas SKPD,
SKFDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1} harus disampaikan secam terulis oleh Wajib Pajak kepada
Walikota, atau Pejabat selombat-lambatnya 30 ( tige pulub ) hari
sejak tanggal dienma SKPD, SKPDKE, SKPDEBT atau STPRD
dengan membenkan alasan vang jelas,

{3) Walikota  atau Pepabat paling lama 1 (satu) bulan sciak Sura
Permohanan sebagnimana dimaksud pada avat (2) diterima. sudah
harus membenkan Keputusan

(4} Apabilz setelab lewat waktu | (satu) bulan sebapaimana dimaksud
pada aya1 (3) Walikota atav Pejabat tidak memberikan Kepuiusan,
Permahonan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan
penghapusan sanksi admimsiras: dianggap dikabulkan

BABR XII
KEBERATAN DAN BAMDING =
Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keberatan banding
kepada Walikota ataw Pepabat atas suary :

a SKFDy;

b, SKPDKB
¢. SKPDKET
d SKPDLE :
& SKPDM .
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(2] Permohonan Keberatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) hars
disarnpaikan secam tertulis paling lama 1 (satu) bulan sejak wnggal
SEPD, SKPDKE, SKPDEET, SKEPDLE dan SKPDN diterima oleh
Wajib Pajak, kecuali apabils Wajib Pajak dapal menunjukkan
bahwa jangka wakiu stu idak dapat dipenuhi karena kendaan diluar
kekuazaannya,

{3) Walikota  atau Pejabat dalam jangka waktu paling lzma @ {satu)
bulan sejak fanggal surar permobonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan

(41 Apatnla setelab lewat wakw | {satu) bulan sebagsimana dimaksud
pada aval (3) Walkots atau Pejabatl tidak memberikan Keputusan,
Permohoman keberatan dianegap dikabulkan,

157 Pengajuan koberatan sehagaimana dimaksud pada avar 11 udak
aenunds kevapban membasar papak

Fasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan
Pervelesaian Sengheta Pajak dalam jangka waktw 1 {satul bulan
setelah diterimanya Keputusan Pajak.

12) Permohunan sebagmimana dimaksod pada avat (1) diajukan secara
terfulis, dengen alasan yang jelas dalam jangka wakie 3 { uga |
bulan sepak Beputusan diterima, dilampini salinen dari Surat
Eeputusan tersebur.

(3} Pengajian banding sebagmmana dimaksud pada ayat (1) ndak
menunda kewajiban membayar pajak

Fasal 2%

Apabila  pengajusn  permohonan pengurangan, Keringanan  dan
Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksued dalam Pasal 25 s banding
sebagaimana dimaksed dalam Pasal 27 dikabulkan sebagan atau
scluruhnya, kelebihan pembayaran pajak  dikembalikan  dengan
ditambah imbalan denda paling banvak 2 % (dus persen) sshulan wntuk
paling lama € (enam ) bulan
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BAE X1

PENGEMBALIAN KELEBRIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 30

(13 Wajib  Pajak dapat mengajukan  permobonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota ataw Pejabat secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurnngmyva
a.  Mama dan slemat Wajib Pajak |
b, Masa Pajak
¢. Besarnya kelebihan pajak
d  Alasan yang jelas ;

(2) Walikora ataw Pejabai dalam jangka wakiu paling lama 1 (salu)
bulan sejak  diterimanva Permohonan Pengembalion  kelebihan
pembaynran pajak sebapmmana dimaksud pada avar 1) harus
memberikan Kepuiusan

() Apabala jangka wakiu sehagamana dimakiod pada aval |2) 1elah
lewar, Walikeia  atau Pejabat vdak membenkan Kepulusan,
permahonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPIH.E harus deerbitkan dalam wakw paling
lama 1 (=atu) bulan

{4) Apabila Wajib Pajak mempenya utang pajak lzinnya, kelebihan
pembayaran pajak schagaimana dumaksud pada avat (2) langsung
diperhitungkan untuk  melunasi terlebih dahule  wtang  pajak
dirmaksed

(5} Penpembalinn kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu
paling lama 2 (dua) bulan sepak diterbitkannys SEPDLE dengan
menerbatkan Surat Penniah Membayar Kelebahan Pajak (SPMEF)

(6) Apabila pengembalisn kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dus) bulan seyak diterbatkannya SKPDLE,
Walikota atau Pejabar memberikan imbalan dznda paling banyak
2% {dus persen) sebulan atas keterlambatan pembavaran kelebithan
paink
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FPasal 31
Apabila kelcbihan pembayaran pajak diperhitungkan dengon utang
pajuk lainnya, sebagnimana dimaksud dalam Pasal 27 o (4,
pembavarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dar bukn
pemindsh bukuan jugs berlaku scbagai buksi pembayaran
BAR XIV
HADALUARESA
Pasal 32
(1} Hak wntuk melakukan penagihan pajak, kednluwarsa setelnh
melampan jangka awakiu 5 {lima) wahun ferthitung sepk =agi
terulangmya pajak, kecuah apabila waph pajak melakukan nndak
piduna di bidang Perpajakan Daerah
121 kadaluarsa penagthan pajak sehagaimana dimalsud paca avar 111
Tenangguh apabila
o Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakea atau
b Ada pengakuan utang pajsk dari Wajib Pajak baik largsung
maupin tidak langsung
BAB XV
KEETEXTUAN PIDAN &
Pasal 33
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannva ndak menyampaikan SPTPD
dlau mengisi dengan tidak  benar atau udak  lenghsp atag
melampirkan keterangan yang kelinu sehingga merugikan kewangan
Daerah dapat dipidana dengan pidans kurungan paling lama 6
(enam) bulan dan atsu denda paling hanvak Z {dua} kal jumlah
pajak vang tennang

(2} Wajib Pajak yang dengmn sengaja tidak menyampaikan SPFTPD atau
merygrsd dengan tidak benar ataw ndak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama | (satu) hun
dan stau denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah papak yang
ferutang
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Pasal 34

Tindak Pidtsna dibidang Perpajakan Daerah tidak disuntut setelah
melampaur janpka waktu 10 (sepulub) tahun sejak saal terutangnya
pajgk atan berakhimya Masa Pajak atou berakbumya Bagian Tahun
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

BAB XV
KETENTUAN PENYIINKAN
Fasal 35
(17 Pejabat Pepawai Meperi Sipil tertentu di ingkungan Femerintah
Duerah diben wewenang khusws sebapai Femyidik untuk melakukan
penyidikan indak pidana di bidang perpajakan Dacrah sehagaimann
dimaksud dalam Undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Fidama
(2] Wewenang penyidik sebagamana dimaksud pada &val 1) adalzhk

& Menenma, mencan, menpempulkan, dan Menelit ketzrangan
#lau  laporan berkenaan denpan tindak pidana di bsdang
perpajakan dacral agar keterangan atau laporan tersshut
meryad lenghap dan jelas ;

B Mencht:, mencan, dan mengumpulkan keterangan menpenai
arang pnbadi atau badan wentang kebenaran perbualan yang

= dilakukan sehubungan dengan tindak prdana perpajakan dacral
Lerseihat |

€. Meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana Ji bidang perpajakan
daerah ;

d Memerikea buku-buku, catatan—catatzn dan dekumen-dokumen
lam berkenaan dengan tndak pidana dibidang perpajakan
daerah ;

¢ Melakukan penppeledshan untuk endapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan  dokumen-dokurnen lain, seria
melakukan penvitaan ferhadap bahan bukti terssbut -

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tupas
penyidikan indok pidenas di bidaig =1 pujakan daerah |
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g Menyurnuh berhenti, melamng szseorang meninggatkan ruangan
Biay tempsl pads sant pemenkszan scdang berlangiung dan
memenksa identitas oranr dan atau dokumen vang dibawah
sebaguimana dimaksud pada hunsfe ;

h Memoliet seseotang vang berkatan dengan nndsk  pidana
perpajitkan dasrah |

1. Memanggil grang untuk didengar keterangannya dan dipenksa

sehapar tersangka atau saks

Menghentikan penvidikan |
k. Melakukan uvndakan o yang peru umtek  kelancasan

penyidikan undak pidana di bidang perpajakan daerah memurur
hukwn yang dapat dipertangrungiawabkan,

{3 Penvidik schapaimans dimaksud pada ayat (1) memberimbokan
dimulamss penvidikan den menyampaikan hasil penyidikasmg
kepada Panuntet Unonn, se5uai dengan ketentuan yang distur dalam
Undang-undang  Nomos  § Tahun 1981 temang Hukum Acara
Pidana.

o

BAR XV
KETESNTUAM LAIN-LAIN
Fasal M

Hal-hat wang belum diawr dalam Peratgran Dacmb ini sepanjang
mengenal  pelaksanaannve  akan  dizter dan  duelapkan  dengan
Keputusan Walikoa.

BaB XWIN
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 37

Dengan berlakurya Persturan Dasrah ini, maka semua ketentusn yang
mengatur tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 38
Permuran Daerah ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar supava  setiap  orang mengetahwinya,  memerisahkan
penundangan Peratusan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran ini,
demgan penempatannya dalam Lembaran Dasrgh Kot Bau-Baw

[Mmsahkandi Bau-ligy
oivda anpanl 14 Mer 2003

WALIKOTA BAL-BALL
CapTrd
Drs. ME AMIRLUL TAMIM, M.Ni

angbandiBay-Bauw
al 14 Mei 203

DAERAH,

- SAHIRUDDIN UDL
PEMBINA UTAMA MUDA, Vg
MIP. D1 0085645

LINBHARAN DAERAH KOTA BALLRAL
FARUN 2005 N 4
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